
GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 416 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MELALUI KEGIATAN 

PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai 
wewenang dan tugas melaksanakan pengawasan terhadap 
pelaksanaan peraturan daerah berdasarkan Pasal 317 ayat (1) 
huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 6 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dapat melaksanakan program lain yang dijabarkan dalam 
bentuk kegiatan untuk mendukung fungsi, tugas dan 
wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta; 

c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan mendukung 
pelaksanaan fungsi pengawasan •Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, pelaksanaan kegiatan penyebarluasan 
peraturan daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubemur; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan 
Gubernur tentang Peningkatan Fungsi Pengawasan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta melalui Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6516); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2006); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENINGKATAN FUNGSI 
PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI 
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MELALUI KEGIATAN 
PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH. 



Ditetapkan di Jakarta 
tanggal 27 April 2022 
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KESATU 	Menetapkan pelaksanaan kegiatan peningkatan fungsi pengawasan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta melalui kegiatan penyebarluasan Peraturan 
Daerah paling banyak 48 (empat puluh delapan) kali dalam 
setahun. 

KEDUA 	Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan 
fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan kepada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

KETIGA 	: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta melakulcan pengawasan dan pengendalian 
dengan melalcukan verifficasi atas kebenaran pertanggungjawaban 
pengeluaran. 

KEEMPAT 	Pengelolaan anggaran kegiatan penyebarluasan peraturan daerah 
dilakukan secara alnintabel sesuai dengan peraturan pengelolaan 
keuangan daerah dan untuk setiap pengeluaran ditetapkan 
Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala 
Perangkat Daerah. 

KELIMA 	: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

IES 	SY D BASWEDAN 

Tembusan: 

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta 
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta 
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta 
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Provinsi DKI Jakarta 
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Provinsi DKI Jakarta 
7. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta 
8. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta 
9. Kepala Biro Hulcum Setda Provinsi DKI Jakarta 
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